
123 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abas, M, Pengantar Hukum Bisnis (Pengetahuan Dasar-Dasar Hukum Bisnis di 

Indonesia), PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023. 

Agustina, Rosa, Hukum Perikatan (Law of Obligations), Pustaka Larasan, 

Denpasar, 2012. 

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. 

Arsyad, Jawade Hafidz, Korupsi dalam Prespektif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 

2017. 

Asshiddiqie, Jimly, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT Bhuana 

Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2007. 

Atmadja, Arifin P. Soeria, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986. 

Barkatullah,  Abdul Halim, Hukum Perseroan di Indonesia, Penerbit Nusa Media, 

Bandung, 2018.  

Boen, Hendra Setiawan, Bianglala Business Judgement Rule, Tata Nusa, Jakarta, 

2008. 

Dirjosisworo, Soedjono, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan 

(Badan Usaha) Di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 1997. 

Djojodirdjo, Moegni, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 

1982. 

Fuady, Munir, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya 

dalam Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014. 

___________, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1996. 

___________, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra 

Aditya Bakti Bandung, 2005. 

H.S., Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. 

Harahap, M. Yahya, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. 

Hartini, Rahayu, BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara Dan Hukum 

Kepailitan Di Indonesia), Setara Press, Jakarta, 2018. 



124 
 

 

Ilmar, Aminuddin, Hukum Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana 

Prenanda Media Group, Jakarta, 2012. 

M Irsan, Arief, , Pertanggungjawaban Atas Kerugian Keuangan Negara dalam 

Prespektif Administrasi, Perdata/Bisnis, dan Pidana/Korupsi, MCL 

Publisher, Jakarta, 2022. 

Muhammad, Abdulkadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1933. 

Nasution, Bismar, Prinsip Good Corporate Governance pada Perseroan, USU 

Press, Medan, 2009. 

Prof. Dr. Sulistyandari, S.H., M.H, Buku Ajar Perbuatan Melawan Hukum, 

Purwokerto, 2023.  

Rahardjo, Handri, Hukum Perusahaan, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013. 

Rai Widjaya, I.G., Hukum Perusahaan, Megapoin, Bekasi, 2006. 

Rifai, Ahmad, et al, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pustaka Baru Press, 

Yogyakarta, 2022. 

Riyanto, Agus, Hukum Bisnis Indnesia, CV Batam Publisher, Batam, 2018. 

Satrio, J., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian 

Pertama, Citra Aditya Bakti, 1993. 

Setiawan, Rachmat., Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, 

Bandung, 1992. 

___________, “Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum”, Alumni UI, 

Bandung, 1982. 

___________, Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987. 

___________, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Alumni, 

Bandung, 1982. 

Siddiq Armia, Muhammad, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, 

Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022. 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, 

Bandung, 2013. 

Usman, Rachmadi S.H., Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, P.T. 

Alumni, Bandung, 2004. 



125 
 

 

Yani, Ahmad., Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2000. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7096). 

Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297). 

Undang-Undang Republik Indonesia 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756). 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Peraturan Menteri BUMN 3/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia 

Badan Usaha Milik Negara. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha 

Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-

PRES/XVII/2019. 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 berisi tentang 

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 

Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas. 

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 6/Pid.Sus/TP-K/2023. 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3614 K./Pid.Sus/2024. 

 

 



126 
 

 

Jurnal Ilmiah 

Akram, Muhamad Hafizh., Nisriina Primadani Fanaro, “Implementasi Doktrin 

Business Judgement Rule di Indonesia”, Ganesha Law Review, Vol. 1 No. 

1, 2019, hlm. 77-87. 

Damayanti, Seni Sri, “Kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan Kaitannya dengan 

Keuangan Negara”, UNES Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 5344-5350. 

Fitriani, Dhaifina, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgement Rule (Studi 

Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)", Jurnal 

Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 104-121. 

Fitriyanti, Fina Puspita, “Teori Sumber vs Teori Badan Hukum dan Teori 

Transformasi Keuangan dalam Menafsirkan Status Hukum Keuangan 

Badan Usaha Milik Negara”, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 

7, No. 8, 2022, hlm. 10708-10723. 

Hamonangan, Nelson Jati, “Tanggung Jawab Perdata Bagi Direksi Perseroan 

Terbatas Pada Anak Perusahaan Dalam Holding Company Perusahaan 

Perkebunan Badan Usaha Milik Negara”, Jurnal SPs Unilak, 2023, hlm. 

187-192. 

Henny Monica, Tiur, “Pelanggaran Asas Business Judgement Rule Yang Berakibat 

Pada Pertanggungjawaban Pidana Direksi Pt Fks Food Sejahtera Dahulu Pt 

Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk”, Jurnal Ilmial FH Universitas Swadaya 

Gunung Jati Cirebon, Vol.15 No.1, 2024, hlm. 105-119. 

Intihani, Siti Nur, “Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Pada Tindak 

Pidana Korupsi Perkara Direktur Pt. Pertamina - Karen Agustiawan”, Jurnal 

Program Hukum Universitas Islam As-Syafiyyah, Vol.5 No. 2, 2023, hlm. 

26-50. 

Juliani, Henny, “Kedudukan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN)”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44 No. 3, 2015, 

hlm. 284-295. 

Khairandy, Ridwan, “Karakter Hukum Perusahaan Perseroandan Status Hukum 

Kekayaan yang Dimilikinya”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20 

No. 1, 2013, hlm. 81-97. 

Miles,  Matthew B. dan A. Michael. Huberman, “Qualitative Data Analysis: An 

Expanded Sourcebook (2nd ed)”, Sage Publication, Inc., California, 1994, 

hlm. 1-341. 



127 
 

 

Novendra, Bayu, “Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi 

Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal 

Terakreditasi Nasional, Vol.26 No. 4, 2020, hlm. 458-473. 

Novian Hartono, Rizky, “Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule”, 

Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.2 No. 1, 2021, hlm. 23-32. 

Prasetio, “Dilema Penerapan Business Judgement Rule Dalam Transaksi Komersial 

Bumn”, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.1 No.2, 2016, hlm. 26-36. 

Sutarjo, “Keberadaan Anak Perusahaan Yang Dimiliki Badan Usaha Milik Negara 

(Bumn) Persero Dalam Analisis Hukum Positif”, Res Nullius Law Journal, 

Vol. 7 No. 1, 2025, hlm. 22-33. 

Thimotius Kapitan Smaud Natun,  Julio, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan 

BUMN”, Jurnal FH Universitas Surabaya, Vol.12 No.1, 2019, hlm. 1-12. 

Wanda Sesara, Gita, “Konsep Penerapan Prinsip Business Judgement Rule pada 

Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”, Jurnal Program 

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol.1 No. 1, 2021, 

hlm. 213-225. 

Media Online 

Akhmalia, Fharefta, 22 Februari 2025, Pergeseran Makna Kekayaan BUMN dan 

Implikasinya Terhadap Pertanggungjawaban Direksi BUMN, 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-

bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-

lt67b9e73c2e590/, 3 Maret 2025. 

Amanda Putri, Tiara, S.H., 19 Desember 2024, Status Hukum Anak Perusahaan 

BUMN, https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-

perusahaan-bumn-persero--lt50629054c7269/, 28 Desember 2024. 

Humas FH UI, 1 Juli 2021, Diskursus Anak Perusahaan BUMN Oleh Dr. Dian Puji 

N Simatupang, https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-

dr-dian-puji-n-simatupang/. 

Mediadi,  Alvin, 12 April 2017, Status Hukum Keuangan Anak Perusahaan BUMN, 

https://www.hukumonline.com/ klinik/a/status-hukum-keuangan-anak-

perusahaan-bumn-lt5889607369e72, 23 Desember 2024. 

Rachmadi, 27 Maret 2019, BUMN, BLU, PTNBH, dan Lembaga Sui Generis, 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca artikel/12783/BUMN-

BLU-PTNBH-dan-Lembaga-Sui-Generis.html, 15 Januari 2024. 

 

https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-lt67b9e73c2e590/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-lt67b9e73c2e590/
https://www.hukumonline.com/berita/a/pergeseran-makna-kekayaan-bumn-dan-implikasinya-terhadap-pertanggungjawaban-direksi-bumn-lt67b9e73c2e590/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-perusahaan-bumn-persero--lt50629054c7269/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-anak-perusahaan-bumn-persero--lt50629054c7269/
https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/
https://law.ui.ac.id/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh/baca

